BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi
di DIY berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor
K.898/1/A/1975 tidak diperbolehkan memiliki tanah baik tanah
pertanian maupun non pertanian dengan status tanah Hak Milik.
Apabila seorang WNI Non Pribumi memperoleh tanah dengan Hak
Milik maka wajib melepaskan haknya dan mengajukan permohonan hak
atas tanah kepada Kepala Daerah DIY dengan diberi Hak Guna
Bangunan (HGB).

2. Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi
di DIY berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor
K.898/1/A/1975 apabila ditinjau berdasarkan asas Persamaan Hak dalam
UUPA bahwa ketentuan ini tidak sejalan atau bertentangan dengan asas
persamaan hak dalam UUPA bahwa terdapat diskriminasi dan
pembedaan golongan serta bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada diatasnya meskipun penerapan ketentuan tersebut
bertujuan untuk melindungi WNI Pribumi yang dikawatirkan tidak
dapat menguasai Hak Milik apabila WNI Non Pribumi diperbolehkan

untuk menguasai tanah Hak Milik di DIY.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan
adalah:
Sebaiknya Kepala Daerah DIY vyaitu Sultan Hamengku Buwono X
melakukan peninjauan kembali terhadap Instruksi Kepala Daerah DIY
Nomor K.898/I/A/1975 untuk menyesuaikan ketentuan tersebut apakah
masih sesuai dengan perkembangan zaman ini dan mengingat pula bahwa
ketentuan tersebut bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-
undangan lainnya di Indonesia.
Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non
Pribumi di DIY bertentangan dengan:
a. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945
b. Pasal 9, 21 UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
c. Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
d. Pasal 5 huruf a UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis
e. Asas Equality Before The Law bahwa setiap orang sebagai warga

Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan/ di hadapan hukum.
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